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Rilis Media 

Rekam Jejak Partai Politik Belum Tersentuh Selama 
Debat Cawapres 
22 Januari 2023 

Ada permasalahan mendasar yang terlewat dari debat Cawapres dengan isu pangan, lingkungan 

hidup, dan pembangunan berkelanjutan kemarin: sikap semua pasangan calon (paslon) ambigu 

dengan sikap partai pendukung mereka. Meskipun ketiga paslon menyinggung isu deforestasi dan 

penyediaan tanah untuk rakyat, perlu diingat jika mayoritas partai pengusung ketiganya memiliki 

sikap dukungannya terhadap UU Cipta Kerja (Omnibus Law). Ketiga paslon juga tidak menyinggung 

kerusakan ekosistem gambut dan dampaknya berupa kebakaran hutan dan lahan. Wahyu Perdana, 

Manajer Kampanye dan Advokasi Pantau Gambut menyebut, “Gagasan para cawapres tentang isu 

pangan, lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan di debat kemarin cenderung normatif 

saja.” 

UU Cipta Kerja yang didukung oleh hampir semua partai politik memiliki dampak negatif yang 

signifikan pada tata kelola kehutanan dan agraria. UU ini ‘memutihkan’ perusahaan perkebunan sawit 

yang beroperasi secara ilegal di dalam kawasan hutan. Padahal, pemberian izin ini membuat 

kerusakan pada 407,2 ribu hektare kesatuan hidrologi gambut (KHG) dalam fungsi lindung ekosistem 

gambut1. Penegakan hukum pun tidak tegas dan transparan bagi 35 perusahaan yang disegel oleh 

KLHK terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2023. 

Dalam konteks pangan, UU Cipta Kerja memberikan dampak buruk. UUCK meredefinisi klausul 

cadangan pangan nasional pada UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Setelah perubahan, impor 

pangan dapat dilakukan meskipun cadangan pangan nasional masih mencukupi. Petani lokal pun 

menjadi korban karena pasokan pangan dari luar negeri yang membanjiri pasar nasional. Situasi ini 

adalah konsekuensi dari persetujuan para partai politik yang ikut mengesahkan UUCK. 

Peran partai pendukung ketiga calon presiden dan wakilnya juga bertanggung jawab atas gagalnya 

proyek Food Estate yang digadang sebagai program pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Pantau 

Gambut menemukan singkong yang ditanam di Kab. Gunung Mas dan Kab. Pulang Pisau, Kalimantan 

Tengah, gagal sama sekali lantaran hanya ada dua hingga lima singkong kecil seukuran jari, jauh 

berbeda dari singkong umumnya yang bahkan menyerupai lengan tangan manusia2. 

Pada akhirnya, peran partai politik sangat sentral, baik dalam konteks penentuan calon presiden 

maupun penentuan kebijakan strategis pasca pemilihan umum. Pasca pemilihan umum, partai politik 

sebagai anggota parlemen menjadi pemeran utama dalam perumusan kebijakan–khususnya undang-

undang. Dengan kata lain, calon presiden dan wakilnya bukanlah aktor tunggal dalam pembuatan 

kebijakan. Presiden terpilih yang tidak sejalan dengan sikap partai pendukungnya bisa membuat visi-

 
1 https://pantaugambut.id/publikasi/pemutihan-sawit-ilegal-praktik-buruk-tata-kelola-sawit-yang-memperparah-kejahatan-lingkungan 
2 https://pantaugambut.id/publikasi/jilid-2-proyek-food-estate-kalimantan-tengah-setelah-2-tahun-berlalu 

https://pantaugambut.id/publikasi/pemutihan-sawit-ilegal-praktik-buruk-tata-kelola-sawit-yang-memperparah-kejahatan-lingkungan
https://pantaugambut.id/publikasi/jilid-2-proyek-food-estate-kalimantan-tengah-setelah-2-tahun-berlalu


 

pantaugambut.id | 2 

misi-program yang dibawa saat kampanye pemilihan umum menjadi ambigu di kemudian hari dan 

dapat menimbulkan disintegrasi pemerintahan. 

Wahyu menutup, “Perbedaan antara program Paslon dan sikap partai politik pengusungnya membuat 

perlu adanya pemantauan dan advokasi untuk memastikan implementasi kebijakan yang sesuai 

dengan kepentingan publik, perlindungan lingkungan hidup, dan prinsip-prinsip demokrasi.” 

Kontak Media 

Jika Anda membutuhkan panduan maupun konsultasi terkait dengan publikasi ini, Anda dapat 

menghubungi: 

Abil Salsabila (Juru Kampanye Pantau Gambut) abil@pantaugambut.id 

Yoga Aprillianno (Komunikasi Pantau Gambut)  yoga.aprillianno@pantaugambut.id 

Email        ask@pantaugambut.id  

Instagram & Twitter      @pantaugambut 

Kenapa Gambut Penting 

Indonesia memiliki luasan gambut tropis terbesar di dunia dengan luas mencapai 13,43 juta hektare 

yang tersebar di tiga pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan dan Papua. Lahan gambut di Indonesia 

menyimpan sekitar 57 gigaton karbon atau 20 kali lipat karbon tanah mineral biasa. Cadangan karbon 

yang tersimpan di dalam tanah gambut akan terlepas ke udara jika lahan gambut dikeringkan atau 

dialihfungsikan. Padahal, gambut menyimpan sekitar 30% karbon dunia. Gas rumah kaca yang 

dilepaskan ke atmosfer akan menahan panas dari matahari sehingga meningkatkan suhu bumi. 

Proses yang dikenal sebagai efek rumah kaca ini dapat mempercepat laju perubahan iklim. Oleh 

sebab itu, melindungi dan mencegah kerusakan lahan gambut menjadi sangat penting dalam upaya 

pencegahan perubahan iklim. Untuk mengetahui informasi tentang gambut lainnya, Anda bisa 

mengakses tautan pantaugambut.id/pelajari. 

Tentang Pantau Gambut 

Pantau Gambut adalah organisasi non pemerintah yang berjejaring di sembilan provinsi, yang 

berfokus pada riset serta advokasi dan kampanye untuk perlindungan dan keberlanjutan lahan 

gambut di Indonesia. Kami juga menyoroti komitmen restorasi gambut oleh pemerintah, organisasi 

independen, serta pelaku usaha. Pantau Gambut berupaya menyambung pandang mata publik untuk 

ikut mengamati masalah lingkungan terkait lahan basah ini melalui kanal-kanal komunikasi dan 

kampanye. 
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